







TINJAUAN TERHADAP HUKUM ACARA PERADILAN 





IMAM SETIAWAN  
B111 06 115 
 
 
BAGIAN HUKUM ACARA  









Diterangkan bahwa proposal dari mahasiswa 
 
NAMA  : Imam Setiawan 
NOMOR INDUK  : B111 06 115 
BAGIAN : Hukum Acara  
JUDUL  : Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan   
Dalam Peraktek Peradilan HAM 
 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. 
 
   Makassar,     19 Agustus 2013 
 
                                   Mengetahui, 




Prof. Dr. Muh Said Karim,S.H.,M.H. 





M. Guntur Alfie, S.H.,M.H. 









IMAM SETIAWAN (B 111 06 115) Tinjauan Terhadap Hukum Acara 
Peradilan Dalam Praktek Peradilan HAM. H.M. Said Karim selaku 
pembimbing I, dan M. Guntur alfie sebagai pembimbing II. 
Tujuan penelitian adalah mengetahui sejauhmana ketentuan hukum yang 
spesifik, yang diterapkan dalam melakukan proses penyelidikan dan 
penyidikan dalam suatu kasus HAM dan kecenderungan hakim dalam 
memutus hukum dalam kasus pelanggaran HAM. 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Disamping memeriksa 
arsip dan data-data juga dilakukan wawancara terhadap Hakim dan panitera 
yang menyangkut penelitian ini. Selain itu dilakukan penelitian kepustakaan 
pada Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Pepustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ketentuan hukum yang spesifik yang 
diterapkan dalam melakukan proses penyelidikaan dan penyidikan dalam 
suatu kasus HAM mengacu pada undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang 
pengadilan HAM, dan kecenderungan Hakim dalam memutus kasus HAM 
adalah “tidak bersalah” ini mengacu pada putusan kasus pelanggaran 









UCAPAN TERIMA KASIH 
 
ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT, tuhan semesta alam karena 
atas izin dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam dan shalaat penulis kirimkan 
kepada Rasulullah Muhamad SAW pembawa risalah kebenaran dan 
pencerahan bagi ummat. 
Banyak kesulitan yang dihadapi penulis dalam penulisan ini, baik dalam 
penelitian maupun penyusunannya. Namun berkat kerja keras, 
bimbingan dan dorongan dari berbagi pihak akhirnya skripsi ini dapat 
terselesaikan. Dalam penyusunan ini penulis mengambil judual 
“Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Dalam Praktek Peradilan 
HAM”. 
Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak 




telah lebih dulu menghadapa ke sang khalik, Ayahanda Abd Rauf (alm) 
dan Ibunda A Yuliati Qasim (alm), kakanda tersayang A Najma 
Widyastuti, Nahrani, A Baso Sahibu S.E, Ayu Lestari S.E, serta adik ku Ita 
Novita Sari S.kes dan seluruh keluarga besarku, terima kasih yang tak 
terhingga penulis hanturkan atas segala doa tulus nan ikhlas dan 
curahkan kasih saying yang tiada henti, semoga kelak penulis dapat 
membahagiakan dan memberi balasan atas segala yang mereka berikan, 
amin. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 
1. Prof. Dr. dr. Idrus paturusi, Sp.B, SP.BO., selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin atas peran dan dukungannya 
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.S., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin atas peran dan dukungannya. 
3. Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin atas peran dan dukungannya. 
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas 




memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini 
5. M. Guntur Alfie, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas peran dan 
dukungannya yang sudah meluangkan waktunya serta 
memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Prof. Dr. H Syukri Aqub S.H., M.H selaku ketua bagian Hukum 
Acara atas peran dan dukungannya. 
7. Naswar S.H., M.H selaku penasehat akademik penulis yang telah 
memberikan dukungan dan arahan selama menjalani pendidikan 
di Universitas Hasanuddin. 
8. Segenap Guru Besar. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang telah mendidik penulis selama proses 
perkuliahan. 
9. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu 
memberikan bantuan dan partisipasinya bagi penulis selama 




10. Seluruh jajaran Pengadilan Negeri Makassar atas bantuan dan 
keramahan yang telah diberikan kepada penulis sewaktu 
penelitian. 
11. Siti Hajar Rezki Irawan S.H yang telah memberikan semangat dan 
selalu berada disisi penulis selama menyusun skripsi ini. 
12. Iwan Kurniawan S.H, Irfano Rukmana S.H, Aditya Darmawan S.H, 
Asriani Soraya S.H., Nashiba Maulidya S.H., dan seluruh 
mahasiswa angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas 







BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang ............................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ......................................................  2 
C. Tujuan Penelitian  ........................................................  3 
D. Kegunaan Penelitian  ...................................................  3 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian HAM  .........................................................  4 
B. Pelanggaran HAM Berat ..............................................  4 
C. Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, dan 
Penahanan  .................................................................  6 
D. Persidangan ................................................................  30 
BAB  III METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian  .........................................................  42 
B. Jenis dan Sumber  .......................................................  42 
C. Metode Pengumpulan Data  ........................................  42 
D. Analisis Data  ...............................................................  43 
BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Ketentuan Hukum yang Spesifik dalam melakukan 
Proses Penyelidikan dan Penyidikan  dalam Suatu 




B. Kecenderungan Hakim memutus hukum dalam kasus 
pelanggaran HAM ........................................................  45 
BAB  V PENUTUP 
A. Kesimpulan ..................................................................  47 















A. Latar Belakang Masalah  
Pelanggaran HAM adalah perbuatan seorang atau kelompok orang 
termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak disengaja atau 
kelakuan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, 
membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok 
orang  yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan 
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.  
Pelanggaran HAM yang diperiksa dan dituntut oleh pengadilan HAM 
adalah pelanggaran HAM berat. Dimana menurut  penjelasan di UU No. 39 
Tahun 1999 tentang HAM “Pelanggaran HAM yang berat adalah 
pembunuhan massal (geffocide), pembunuhan yang sewenang-wenang  atau 
diluar putusan pengadilan (arbitrary / extra judicial killing), penyiksaan, 
penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang 
dilakukan secara sistematis.  
Dalam memeriksa dan menulis suatu kasus pelanggaran HAM, diatur 
dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan hal  lain yang 





Proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus HAM agak 
berbeda dengan proses penyelidikan dan penyidikan dengan kasus yang 
lainnya. Dimana penyelidikan dalam kasus HAM berat dilakukan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia, dan juga Komnas HAM dapat membentuk tim 
Adhoc yang terdiri dari anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat. 
Sedangkan  penyidikan tetap dilakukan oleh institusi Kejaksaan dalam hal ini 
Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat membentuk penyidik Adhoc yang terdiri 
atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.  
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian 
dengan judul “tinjauan terhadap hukum acara peradilan dalam praktek 
peradilan HAM” 
 
B. Rumusan Masalah  
1. Sejauh mana ketentuan hukum yang spesifik, yang diterapkan dalam 
melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus 
HAM ? 
2. Bagaimana kecenderungan hakim dalam memutus hukum dalam 






C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai  
berikut :  
1. Untuk mengetahui sejauhmana ketentuan hukum yang spesifik, yang 
diterapkan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam 
suatu kasus HAM 
2. Untuk mengetahui kecenderungan hakim dalam memutus hukum dalam 
kasus pelanggaran HAM 
 
D. Kegunaan Penelitian  
1. Menjelaskan pada masyarakat dan akademisi tentang proses 
penyelidikan dan penyidikan kasus HAM 
2. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi tambahan  bagi para 






TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Pengertian HAM  
Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam 
pasal 1 ayat (1) “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat  hak yang melekat 
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungi tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  
 
B. Pelanggaran HAM Berat  
Di dalam penjelasan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
adalah pembunuhan massal (gemocide), pembunuhan sewenang-wenang 
atau diluar putusan pengadilan  arbitrary / extra judicial killing), penyiksaan, 
pengkibungan orang ecara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang 
dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).  
Di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 
7 huruf a dan b, pelanggaran hak asasi manusia yang berat melipui 
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  
Dimana pasal 8 menjelaskan bahwa kejahatan genosida adalah setiap 




memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, 
kelompok, kelompok agama dengan cara :  
a. Membunuh anggota kelompok  
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap 
anggota kelompok  
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan 
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 
sebagainya.  
d. Memaksakan tindakan-tindakan  yang bertujuan mencegah 
kelahiran didalam kelompok 
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke 
kelompok lain.  
Sedangkan di Pasal 9 menjelaskan bahwa kejahatan terhadap 
kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan 
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :  
a. Pembunuhan  
b. Pemusnahan 
c. Perbudakan 




e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 
internasional  
f. Penyiksaan  
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk 
kekerasan seksual lain yang setara. 
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang 
didasari atas persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 
agama, jenis kelamin, atau alasan kita yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 
i. Penglihatan orang secara paksa  
j. Kejahatan apartheid 
  
C. Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, dan Pemahaman  
1. Penyelidikan  
Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 
merumuskan tentang penyelidikan yaitu:  
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan 




dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini."  
Adapun pelaksanaan penyelidikan terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia diatur di dalam Pasal 18 yaitu:  
(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.  
(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc 
yang terdiri atas Komisi Nasional Hak asasi Manusia dan unsur 
masyarakat.  
Alasan penyelidikan harus dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan  
karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga 
yang bersifat independen.  
Sedangkan anggota tim ad hoc terdapat unsur masyarakat yaitu 
merupakan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang 
profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang 
hak asasi manusia.  
Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud di atas 




1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang 
timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya 
patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok 
orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi yang berat, serta 
mencari keterangan dan barang bukti.  
3. Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan 
untuk diminta dan didengar keterangannya.  
4. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya.  
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan 
tempat lainnya yang dianggap perlu  
6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 
tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai 
dengan aslinya. 
7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :  
a. pemeriksaan surat  
b. penggeledahan dan penyitaan  
c. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, 
bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau 
dimiliki pihak tertentu.  




Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu 
peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi yang berat 
penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.  
Di dalam Pasal 10 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 
ditentukan sebagai berikut: 
"Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum 
acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana" 
Menyimak bunyi pasal tersebut di atas, apabila hal tersebut 
tidak diatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000, maka ketentuan 
Hukum Acara Pidana dapat dipakai. Tidak dijelaskan yang 
dimaksudkan hukum acara pidana itu hukum acara pidana yang mana, 
dalam hal ini apakah termasuk juga hukum acara pidana militer. 
Akan tetapi kalau menyimak bunyi Pasal 49, maka hal itu akan 
menjadi jelas hukum acara yang dimaksud adalah hukum acara 
pidana umum. Selengkapnya bunyi Pasal 49 itu sebagai berikut:  
"Ketentuan mengenai kewenangan Atasan yang Berhak 
Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud 
Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan 





  a. Kapan Penyelidikan Dimulai  
Menurut KUHAP, penyelidikan diintrodusir dengan motivasi 
perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan ketat terhadap 
penggunaan upaya paksa, di mana upaya paksa baru digunakan 
sebagai tindakan terpaksa dilakukan. Penyelidikan mendahului 
tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa 
yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. 
Sedangkan di dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 
penyidikan itu dapat dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
yaitu:  
"Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa 
terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil 
penyelidikan disampaikan kepada penyidik."  
Adapun untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia harus didasarkan pada hasil penilaian 
terhadap informasi atau data-data yang diperoleh oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia. Sedangkan informasi atau data-data 







1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.  
2. Adanya laporan langsung kepada Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dari orang, atau kelompok yang mengetahui telah 
terjadinya suatu pelanggaran hak asasi manusia.  
Sumber-sumber informasi yang dapat dipergunakan sangat 
banyak, mungkin sumber tersebut berupa orang, tulisan dalam mass 
media, instansi/perusahaan dan sebagainya.  
Laporan langsung yang diterima dari orang/kelompok yang 
mengetahui terjadinya suatu pelanggaran dapat berupa laporan tertulis 
dan dapat juga berupa laporan lisan yang oleh Komisi Nasional Hak 
Asasi dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.  
Dalam laporan dari orang atau kelompok orang dapat ditarik 
kesimpulan atau patut diduga telah terjadinya pelanggaran hak asasi 
manusia, hal itu merupakan suatu pertimbangan untuk memulai 
melakukan penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 
b. Tujuan Penyelidikan  
Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk 
mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data 
yang akan digunakan untuk:  
1. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan 




2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran 
hak asasi tersebut.  
3. Merupakan persiapan untuk ditindak lanjuti.  
Untuk mengadakan penyelidikan maka penyelidik harus 
mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur atau ketentuan tentang 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal itu diperlukan untuk 
menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan 
siapa pelakunya. Bila penyelidik kurang menguasainya, maka arah 
penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang 
memungkinkan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru. 
Hasil dari penyelidikan yang baik, akan dapat dipergunakan 
untuk persiapan menindaklanjuti, yaitu dengan pengertian bahwa 
apabila penyelidikan telah selesai, maka penyelidik telah mempunyai 
gambaran sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 Undang-undng No. 
26 Tahun 2000.  
Agar supaya tujuan penyelidikan dapat dicapai sesuai dengan 
rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyelidikan, terlebih 
dahulu disusun suatu rencana penyelidikan. Semua kegiatan 
selanjutnya harus mengacu kepada rencana yang telah disusun 




Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak 
memperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk 
pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka 
mengadakan penyelidikan, rencana penyelidikan dapat menggunakan 
sistem yang dipergunakan dalam dunia intelijen dengan penyesuaian 
seperlunya.  
Rencana penyelidikan tersebul harus memuat tentang:  
1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, organisasi LSM, 
kelompok orang, instansi, tempat dan lain-lain).  
2. Informasi atau alat hukti apa yang dihutuhkan dari sumber tersebut 
(yang bermanfaat untuk pemhuktian telah terjadi pelanggaran hak 
asasi manusia).  
3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, 
tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya.  
4. Petugas pelaksana.  
5. Batas waktu kegiatan.  
Penentuan sumber informasi dan penentuan tentang informasi 
apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut, didasarkan pada data-data/ 
informasi dasar yang telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan cara 
memperoleh informasi/alat bukti tergantung pada penilaian bagaimana 




c. Cara Penyelidikan  
Untuk meiakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:  
1. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka. 
2. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup. 
 
Penyelidikan dilakukan dengan cara terbuka apabila 
keterangan-keterangan/data-data atau bukti-bukti yang diperlukan 
mudah untuk mendapatkannya dan dengan cara tersebut dianggap 
tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan 
selanjutnya.  
Apabila penyelidikan dilaku!can secara terbuka, maka 
penyelidik harus memperlihatkan tanda pengenal diri yang dibuat oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.  
Apabila penyelidikan itu dilakukan secara tertutup, penyelidik 
harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang 
berlaku. Untuk mengadakan penyelidikan secara tertutup maka 





Baik penyelidikan secara terbuka, maupun penyelidikan secara 
tertutup, sedapat mungkin menghindarkan diri dari kemungkinan 
adanya tuntutan ganti kerugian. 
d. Laporan Hasil Penyelidikan  
Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah 
data-data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan 
tersebut, disusun suatu laporan hasil penyelidikan di mana laporan 
tersebut memuat :  
1. Sumber data/keterangan.  
2. Data/keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut.  
3. Barang bukti.  
4. Analisa.  
5. Kesimpulan tentang kebenaran telah terjadi pelanggaran hak asasi 
manusia.  
6. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam 
tahap penyidikan selsnjutnya.  
Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil 
penyelidikan telah disusun secara rinci sehingga penyelidik 




penyelidik melaporkan hasil penyelidikan itu kepada penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu: 
"Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa 
terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil 
penyelidikan disampaikan kepada Penyidik."  
Adapun yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" 
adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa 
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat.  
Dalam melakukan penyelidikan tetap dihormati asas praduga 
tak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak 
disebar-luaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga 
melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan 
Pasal 92 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia.  
Setelah penyelidik memberitahukan tentang akan dilakukan pe-
nyelidikan, berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan kepada 
penyidik, maka dalam tempo paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 




Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada 
penyidik.  
Apabila penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan 
sebagai-mana yang telah dilakukan oleh penyelidik masih kurang 
lengkap, penyidik segera mrngembalikan hasil penyelidikan tersebut 
kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima hasil penyelidikan, penyelidik 
wajib melengkapi kekurangan tersebut.  
Adapun yang dimaksud "kurang lengkap" hasil penyelidikan itu 
belum cukup memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. 
2. Penyidikan  
Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan oleh Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia 
dan hasil penyelidikan itu telah dilaporkan dalam uraian secara rinci, 
maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti 
permulaan atau telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
pelanggaran hak asasi manusia, tahap selanjutnya adalah dilakukan 
penindakan/penyidikan oleh penyidik.  
Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia diatur di 




(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusi yang berat 
dilakukan oleh Jaksa Agung.  
(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam (1) tidak termasuk 
kewenangan menerima laporan atau pengaduan.  
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas 
unsur pemerintah dan atau masyarakat.  
(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan 
sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing.  
(5) Untuk dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi 
syarat:  
a.  Warga negara Republik Indonesia.  
b.  Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun.  
c.  Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian di bidang hukum.  
d.  Sehat jasmani dan rohani,  
e.  Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.  
f.  Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  





Tahap penindakan adalah tahap penyidikan di mana dimulai 
dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan 
dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan 
mungkin berupa "pelanggaran" hak asasi manusia, yaitu berupa 
penahanan.  
Tahap ini dilaksanakan setelah penyidik merasa yakin bahwa 
telah terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan 
untuk memperjelas segala sesuatu tentang pelanggaran hak asasi itu 
diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan 
"pelanggaran" hak-hak asasi seseorang/kelompok yang bertanggung 
jawab terhadap terjadinya pelanggaran flak asasi yang berat tersebut.  
Dalam melakukan penyidikan atas laporan Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia, maka penyidik mencek kebenaran laporan tersebut 
dengan memeriksa di tempat kejadian.  
Jika laporan telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi 
manusia itu benar, maka apabila si pelaku masih berada di tempat 
tersebut, penyidik dapat melarang si pelaku atau tersangka 
meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan 
pemeriksaan-pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas 
tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan melarang orang-orang 




bukti-bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat itu.  
Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan 
barang-barang bukti telah pula dikumpulkan, maka selanjutnya harus 
disusun suatu kesimpulan sementara bahwa telah terjadi pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dalam suatu berita acara.  
Penyidikan sebagaimana dimaksud di atas harus diselesaikan 
paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung 
sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh 
penyidik.  
Apabila jangka dalam jangka waktu tersebut di atas 
pelaksanaan penyidikan belum selesai dilakukan, maka jangka waktu 
tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai dengan 
daerah hukumrtya.  
Kalau ternyata setelah perpanjangan waktu selama 90 
(sembilan pulu) hari itu ternyata penyidikan masih belum juga dapat 
diselesaikan, maka waktu penyidikan masih dapat diperpanjang untuk 
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak 
Asasi Manusia sesuai dengan daerah hukumnya.  
Setelah perpanjangan waktu penyidikan sebagaimana tersebut 




maka Jaksa Agung harus mengeluarkan surat perintah penghentian 
penyidikan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, maka perlu juga 
mengeluarkan surat perintah pelepasan dari tahanan.  
Apabila surat perintah penghentian penyidikan telah dikeluarkan, 
akan tetapi dikemudian hari ternyata terdapat bukti-bukti atau alasan 
yang cukup, maka penyidikan dapat dibuka kembali dalam rangka 
melengkapi hasil penyidikan yang telah dilakukan dan selanjutnya 
dilakukan penuntutan.  
Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud di 
atas tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, 
keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan 
praperadilan kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai 
dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Penangkapan 
Setelah penyidik menerima laporan dari penyelidik yaitu Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia tentang telah terjadinya suatu peristiwa 
pelanggaran hak asasi manusia, maka sehagai kelanjutan daripada 
adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti 




terhadap tersangka sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 11 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu:  
"Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan 
penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seorang yang 
diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi yang berat 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup."  
Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam 
menggunakan alat berupa penangkapan dan penahanan, maka harus 
dilandasi keyakinan adanya "presumption of guil". Hal ini berarti bahwa 
sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, 
maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta 
dugaan keras telah dilakukan pelanggaran hak asasi yang berat oleh 
tersangka. 
Apabila penyidik masih merasa ragu mengenai kesalahan 
tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan, dengan 
jalan tidak melakukan penangkapan/penahanan atas diri tersangka. 
Tindakan penyidik mengambil putusan yang demikian dalam ilmu 
hukum dikenal dengan asas "in de bio proreo".  
Kalau penyidik telah merasa yakin akan kesalahan tersangka, 
maka penyidik barulah melakukan penangkapan sesuai dengan 




Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, 
karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap 
seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah 
penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat 
sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah 
penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. 
Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan 
keras telah terjadi pelanggaran hak asasi yang berat disertai pula bukti 
permulaan yang cukup.  
Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup 
ialah bukti permulaan untuk menduga adanya pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat. Pasal ini menunjukkan hahwa perintah 
penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi 
ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak 
kejahatan. Setelah tersangka ditangkap dengan surat perintah maupun 
tersangka yang tertangkap tangan, maka dalam waktu 1 x 24 jam 
tersangka telah selesai diperiksa. Apabila tidak cukup bukti untuk 
alasan penahanan, maka tersangka harus dibebaskan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP.  
Permasalahan yang dihadapi dalam soal penangkapan ini 




Undang-undang tidak memberikan definisi/pengertian apa itu 
"bukti permulaan". Keseragaman penafsiran ini perlu guna 
menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Sebab bisa terjadi 
sesuatu hal oleh penyidik dianggap sebagai bukti permulaan, tetapi 
oleh Hakim Pra-peradilan yang memeriksa sah tidaknya penangkapan 
suatu hal itu bukan/belum dikategorikan sebagai bukti permulaan yang 
cukup untuk menduga seseorang bahwa ia pelakunya.  
Apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap 
penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat bukti pada 
tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan 
akan mengalami hambatan.  
Dalam hal ini KUHAP menyerahkan kepada praktik, dengan 
memberi kelonggaran kepada penyidik.  
Adapun tata cara melakukan penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 
yaitu:  
(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan 
penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang 
yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia 




(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan 
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan 
penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat 
perkara pelanggaran hak asasi yang berat yang dipersangkakan.  
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah 
penangkapan dilakukan.  
(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah 
dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera 
menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada 
penyidik.  
(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 
untuk paling lama 1 (satu) hari.  
(6)  Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.  
Menyimak bunyi Pasal 11 tersebut di atas, maka petugas yang 
akan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas untuk 
dirinya sendiri dengan disertai bukti dirinya dan surat perintah 
penangkapan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung di mana di dalam 




yaitu nama, alamat, dengan maksud agar petugas tidak salah tangkap. 
Di samping identitas tersangka disebutkan pula alasan-alasannya 
sehingga tersangka harus ditangkap disertai uraian singkat perkara 
pelanggaran hak asasi yang berat yang dipersangkakan dan tempat 
tersangka akan diperiksa.  
Surat perintah penangkapan tersebut selain diberikan kepada 
tersangka, maka tembusannya diberikan kepada keluarganya segera 
setelah penangkapan itu dilakukan.  
Dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan 
tanpa surat perintah.  
Pengertian daripada tertangkap tangan adalah:  
a. Seseorang ditangkap ketika ia sedang melakukan kejahatan. 
b. Seseorang ditangkap tidak lama setelah kejahatan itu dilakukan.  
c. Teriakan masyarakat yang menunjukkan tersangka sebagai pelaku 
kejahatan tidak seberapa lama setelah kejahatan itu dilakukan 
4. Penahanan 
Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin 
olrh negara kita dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai 
undanyundang lainnya.  
Adapun tujuan pembatasan wewenang penguasa itu adalah 
untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga penahanan tidak 




Berbeda dengan penangkapan, dasar penahanan tidaklah 
cukup atas bukti permulaan yang cukup saja, akan tetapi penyidik 
harus mempunyai setidak-tidaknya pembuktian minimum yang 
disyaratkan KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya telah terdapat 2 alat 
bukti yang tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.  
Selain itu KUHAP menentukan pula syarat untuk dapat 
melakukan penahanan yang terdiri dari syarat-syarat subyektif dan 
syarat obyektif.  
Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan 
menimbulkan kekhawatiran tersangka akan:  
1. melarikan diri. 
2. merusak atau menghilangkan barang bukti 
3. mengulangi melakukan tindak pidana 
Syarat-syarat subyektif ini didasarkan pertimbangan serta 
penilaian semata-mata dari penyidik yang bersangkutan.  
Sedangkan syarat obyektif sudah merupakan keharusan bagi 
penyidik untuk rnelakukan penahanan, setelah syarat-syarat subjektif 
dipenuhi, mengingat ancaman pidana pelanggaran hak asasi manusia 
diancam dengan hukuman mati.  
Sebagai kelanjutan dari penangkapan terhadap tersangka yang 




terhadap tersangka dapat dilakukan penahanan sebagaimana 
dimaksud Pasal 12 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 yaitu:  
"Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang 
melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan 
penyidikan dan penuntutan."  
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan 
terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang 
cukup, dalam hal ini terdapat keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, 
merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.  
Selain dari Jaksa Agung, Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia 
dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk 
kepen-tingan pemeriksaan di sidang pengadilan.  
Adapun lamanya penahanan dapat dilakukan diatur di dalam 
pasal - pasal berikut ini:  
Pasal 13.  
(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan selama 




(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 
oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.  
(3)  Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis 
dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat 
diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.  
Pasal 14.  
(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari.  
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua pulu) hari oleh 
Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.  
(3)  Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis 
dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat 
diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua 
Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.  
Pasal 15.  
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan 




(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukunrnya.  
Pasal 16.  
(1) Penahanan untuk kepentingan pemetiksaan banding di Pengadilan 
Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.  
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh 
Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.  
Pasal 17.  
(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah 
Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari.  
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh 
Ketua Mahkamah Agung. 
D. Persidangan  
1. Acara pemeriksaan  
Di dalam Pasal 10 ditentukan tentang acara pemeriksaan 





"Dalam tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum 
acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana."  
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa 
peradilan hak asasi manusia merupakan bagian dari peradilan umum 
atau peradilan negeri, jadi hanya merupakan spesialisasi saja yang 
bertugas hanya menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 yaitu:  
"Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan 
diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4."  
Pengadilan HAM ini berwenang pula memeriksa dan memutus 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di 
luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga 
negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.  
Apabila kejahatan pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan 
sebelum Undang-undang ini terbentuk atau peradilan HAM ini 
terbentuk, maka terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat itu 
diadili oleh Peradilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam 




(1) Pelanggaran hak asasi yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh 
pengadilan HAM ad hoc.  
(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.  
(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berada di lingkungan Peradilan Umum.  
Menyimak bunyi pasal-pasal yang telah diutarakan di atas, 
maka peradilan hak asasi manusia tidak membedakan siapa 
pelaku kejahatan itu apakah kejahatan itu dilakukan oleh orang 
sipil atau anggota militer, maka baik pada tingkat penyelidikan, 
penyidikan maupun peradilannya dilakukan dalam lingkup 
peradilan hak asasi manusia yaitu: 
1. Penyelidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia dilakukan 
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.  
2. Penyidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dilakukan 
oleh Jaksa Agung.  
3. Peradilannya dilakukan oleh Peradilan Hak Asasi Manusia yang 




Kalau menyimak bunyi Pasal 10 yang menyatakan bahwa hal-hal 
yang tidak diatur dalam undang-undang ini, maka tata caranya 
diberlakukan ketentuan hukum acara pidana. Pasal ini tidak 
menjelaskan pengertian hukum acara pidana itu, apakah hukum 
acara pidana umum saja, atau termasuk juga hukum acara pidana 
militer.   
Akan tetapi hal ini baru menjadi jelas, bahwa yang dimaksudkan 
itu adalah ketentuan-ketentuan hukum acara pidana umum, 
karena dinyatakan dalam Pasal 49 yaitu:  
"Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak 
Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 173 Undang-Undang No. 
31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak 
berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat menurut Undang-undang ini."  
 
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc han,s 
memenuhi syarat:  
Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka tidak terjadi keraguan 
menggunakan hukum acara dalam menangani pelanggaran hak 




Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
sebagaimana diutarakan di atas dilakukan oleh majelis hakim 
Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjumlah 5 (lima) orang, 
terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Hak Asasi 
Manusia yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.  
Majelis hakim tersebut harus diketuai oleh hakim dari Pengadilan 
Hak Asasi Manusia yang bersangkutan 
2. Penuntutan  
Setelah tahap penyidikan selesai, maka perkara pelanggaran hak 
asasi manusia diserahkan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia oleh 
Jaksa Agung untuk diperiksa dan diputus. 
Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
yaitu:  
(1)  Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berat dilakukan 
oleh Jaksa Agung.  
(2)  Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang 
terdiri atas unsur pemerintah dag atau masyarakat. 
Adapun yang dimaksud "unsur masyarakat" adalah terdiri 




masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti 
perguruan tinggi. Sedangkan kata "dapat" mengandung arti bahwa 
Jaksa Agung dalam mengangkat penuntut ad hoc dilakukan sesuai 
denaan kebutuhan saja.  
Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil 
dari mantan penuntut umum di Peradilan umum atau Oditur Militer 
pada Peradilan Militer. 
(3)  Sebelum melaksanakau tugasnya penuntut umum ad hoc meng-
ucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.  
(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus 
memenuhi syarat :  
a.  warga negara Republik Indonesia;  
b.  berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan 
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;  
c.  berpendidikan sarnaja hukum dan berpengalaman sebagai 
penutut umum;  
d.  Sehat jasmani dan rohani;  
e.  Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;  
f.  Setiap kepada Pancasila dan Undang-undang 1945;  





Apabila persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi, maka sebelum 
melaksanakan tugasnya maka penuntut umum ad hoc harus 
mengucapkan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
yaitu:  
"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya 
untuk metaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, 
dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak 
memberikan atau menjadikan sesuatu apa pun kepada siapa pun 
juga".  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan 
menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu 
janji atau pemberian."  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan 
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai 
dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik 
Indonesia."  
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan 
menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan 
tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika 




baik dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas 
yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan 
keadilan."  
Setelah mengucapkan sumpah, maka seorang penuntut umum 
pada peradilan hak asasi manusia baru dapat melaksanakan 
tugasnya sebagai penuntut.  
Dalam melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud di atas, 
maka penuntut wajib melaksanakan tugasnya paling lambat dalam 
jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil 
penyidikan diterima.  
Dalam melaksanakan tugas baik dalam tingkat penyidikan 
maupun pada tingkat penuntutan, pelaksanaan tugas tersebut 
dipantau oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 yaitu:  
"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat 
meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung 
mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat."  
Menyimak bunyi pasal tersebut di atas, maka penuntut 
umum pada peradilan hak asasi manusia, harus bekerja dengan 
sungguhsungguh, karena suatu perkara yang ditanganinya harus 




jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak saja diwajibkan 
kepada penuntut umum, tapi diwajibkan pula kepada Pengadilan 
Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal 
berikut ini:  
Pasal 31.  
Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa 
dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam waktu 
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak 
perkara dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia.  
Pasal 32.  
(1)  Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara 
tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilirnpahkan ke 
Pengadilan Tinggi.  
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang 
terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang 




(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengdilan Tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) 
orang.  
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan 
ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi 
pengangkutan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.  
 
Pasal 33.  
(1)  Dalam hal perkara pelanggaran hak aaasi manusia yang berat 
dimohonkan kasasi ke Mahkamat: Agung, perkara tersebut 
diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah 
Agung.  
(2)  Pemeriksaan perkara sebagaimann dimaksud di dalam ayat 
(1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang 
terdiri dari atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang 
hakim ad hoc.  
(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.  
(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden 
selaku Kepala Negara atas usul Dewan Perwakilan Rakyar 




(5)  Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat 
untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun.  
(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah 
Agung harus memenuhi syarat:  
a.  warga negara Republik Indonesia;  
b.  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
c.  berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.  
d.  berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang 
mempunyai keahlian di bidang hukum.  
e.  sehat jasmanidan rohani.  
f.  berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.  
g.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
h.  memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi 
manusia.  
Menyimak bunyi pasal tersebut di atas, maka terdapat 
perbedaan pengangkatan hakim ad hoc pada pengadilan HAM 
dengan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung.  
Adapun perbedaan tersebut antara lain, pengangkatan hakim 
ad hoc pada Mahkamah Agung persyaratan umur sekurang-
kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja selama lima 




adalah pengangkatan hakim ad hoc pada pengadilan HAM 
diusulkan oleh Mahkarnah Agung dan dikukuhkan oleh Presiden, 
sedangkan pengangkatan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung 
diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian dikukuhkan 
oleh Presiden. 
Sedangkan pengertian "keahlian di bidang hukum" 
sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (6) huruf d adalah antara 
lain sarjana syari'ah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu 
Kepolisian.  
Bagi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung berlaku ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, yaitu sebelum memangku 
jabatannya sebagai hakim ad hoc, maka terlebih dahulu harus 
mengucapkan sumpah sebagai hakim ad hoc.  
Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata 
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk 
penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan 
untuk agama Kristen/Katolik kata-kata "Kiranya Tuhan akan 
menolong saya" sesudah lafal sumpah.  
Setelah pengucapan sumpah itu, barulah hakim ad hoc yang 







METODE PENELITIAN  
 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggung 
jawabkan yang diperlukan dalam menulis dan menyusun skripsi ini, maka 
penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan HAM (dalam hal ini 
Pengadilan Negeri Makassar) 
 
B. Jenis dan Sumber  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
1. Data Primer :  
Data yang diperoleh melalui wawancara  (interview) dengan para aparat 
terkait  
2. Data Sekunder  
Data yang diperoleh  dari dokumen, buku, makalah serta peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan proses 
peradilan dalam pengadilan HAM 
 
C. Metode Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 





1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan membaca literatur 
yang berkaitan dengan materi pembahasan berupa dokumen, buku, 
makalah dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan 
skripsi ini.  
2. Penelitian lapangan  
Pengumpulan data di lapangan dengan cara melakukan wawancara 
(interview) dengan aparat terkait khususnya penyelidik, penyidik, dan 
hakim yang menangani kasus pelanggaran HAM berat.  
 
D. Analisis Data  
Semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan 
kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori 
dalam data sekunder. Data akan disajikan secara deskriptif, yaitu 
menjelaskan  dengan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang 










HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Hukum yang Spesifik dalam melakukan Proses 
Penyelidikan dan Penyidikan  dalam Suatu Kasus HAM 
Berdasarkan ketentuan UU No. 26 tahun 2000, pengadilan HAM 
mengatur yurisdiksi atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat baik 
setelah disahkan UU ini maupun kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat 
sebelum disahkan UU ini. Prosedur pembentukan pengadilan ini mempunyai 
perbedaan yang cukup mendasar dalam penanganan kasus-kasus 
pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat 
ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk Komisi 
Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Hasil penyelidikan, jika 
ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang 
berat maka akan dilimpahkan ke kejaksaan agung untuk dilanjutkan ke tahap 
penyidikan, dalam tahap ini kalau dari hasil penyidikan menunjukan adanya 
pelanggaran HAM yang berat, maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang 
juga dilakukan oleh Kejaksanaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan 
penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar 
pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan.  
Pengalaman pembentukan pengadilan HAM setelah disahkan UU ini 




Makassar. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura Papua terjadi 
pada tanggal 7 Desember 2000, yang kemudian oleh Komnas HAM 
ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pro yustisia pada tanggal 5 
Februari 2001. Setelah penyelidikan KPP HAM ini selesai kemudian hasil 
penyelidikan ini diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan agung 
berdasarkan laporan KPP HAM, kemudian melakukan serangkaian 
penyidikan dengan membentuk TIM Penyidik Pelanggaran HAM di Abepura. 
Setelah adanya kelengkapan penuntutan maka pengadilan ini akhirnya 
melakukan sidang pertamanya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2004 
di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan pengadilan HAM di Makassar ini 
berdasarkan pada ketentuan pasal 45 UU No. 26/2000 dimana untuk 
pertama kalinya pengadilan HAM dibentuk di Jakarta, Medan, Surabaya, dan 
Makassar. Wilayah yurisdiksi Pengadilan HAM Makassar meliputi Papua/Irian 
Jaya.  
 
B. Kecenderungan Hakim memutus hukum dalam kasus pelanggaran 
HAM 
Dalam hal ini kasus pelanggaran HAM yang pernah diputus di 
Pengadilan Negeri Makassar adalah kasus pelanggaran HAM berat di 
Abepura. Kejadiannya sendiri terjadi pada tahun 2004 – 2005.  
Didalam kasus ini yang menjadi terdakwa ada dua yaitu : komisaris 




Polda Irian Jaya (waktu itu) dan ajun komisaris besar polisi Drs. Daud 
Sihombing sebagai pengendali dan pelaksana perintah operasi. Keduanya 
didakwa dengan pasal pelanggaran HAM secara berlapis, dan keduanya 
mendapat ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dan pada September 
2005, majelis hakim memvonis bebas kedua terdakwa karena tidak terbukti 






















A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari bab pembahasan dan hasil penelitian maka penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  
a. Ketentuan hukum yang spesifik dalam melakukan proses 
penyelidikan dan penyidikan dalam suatu kasus HAM berat 
mengacu pada undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang 
pengadilan HAM. 
b. Kecenderungan hakim dalam memutus hukum dalam kasus 
pelanggaran HAM adalah memutus “tidak bersalah”. Ini mengacu 
pada putusan kasus pelanggaran HAM berat Abepura di 
Pengadilan Negeri Makassar.   
 
B. Saran  
1. Pengadilan HAM sebaiknya dibentuk tiap provinsi di Indonesia, hal ini 
dapat memudahkan setiap daerah melakukan penegakan HAM. 
Dengan sistem pembagian wilayah pengadilan HAM yang diatur di UU 
no. 26 tahun 2000, membuat lemah bagi yang menjadi korban, 
pasalnya akan membutuhkan tenaga jika daerahnya tidak memiliki 




korban kasus menempuh jarak yang jauh ke Makassar untuk 
menghadiri sidang.  
2. Sebaiknya kasus HAM harus dijadikan prioritas utama, melihat lagi 
pada kasus Abepura, dimana kejadian itu sendiri terjadi pada tahun 
2000 tetapi pelimpahan kasus ke PN Makassar baru pada tahun 2004. 
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